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ABSTRAK

Nadya Devitriana : Tinjauan Keterlambatan Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi APBDes pada Kantor Wali Nagari Aua Kuniang
Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat

Pembimbing : Halkadri Fitra, SE, MM, Ak. CA

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui prosedur keterlambatan laporan
pertanggung jawaban realisasi APBDes pada Kantor Wali Nagari Aua Kuniang
dengan melihat apa saja masalah dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam
mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini dilakukan di Kantor Wali Nagari Aua
Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini adalah
penelitian kualititf dengan pendekatan deskriptif. Dalam hal ini peneliti akan
melakukan observasi, wawancara dan mengumpulkan data-data tertulis. Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi APBDes adalah media akuntabilitas dan bentuk
pertanggungjawaban lembaga atas penggunaan dan pengolaan sumber daya yang
dimiliki dalam satu periode tertentu serta sebagai alat evaluasi karena menyediakan
informasi posisi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan, dan
menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi kepala
desa maupun pemangku kepentingan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes pada Kantor Wali
Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat belum berjalan
dengan baik, ada permasalahan atau hambatan yang dihadapi dalam proses
penyusunan tersebut.

Kata Kunci : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes, Akuntabilitas
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pertanggungjawaban sebuah sumber daya dan pelaksanaan kebijakan
dari sebuah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) vyaitu dengan cara
menyajikan laporan keuangan, yang di dalamnya terdapat informasi-informasi
mengenai letak posisi keuangan dan keseluruhan dari transaksi yang
dilakukan oleh sebuah satuan kerja perangkat daerah. Informasi yang terdapat
dalam laporan keuangan dibutuhkan oleh setiap daerah maupun provinsi,
karena memiliki fungsi yang sangat penting yaitu untuk mengetahui alur kas
dari suatu daerah dan seberapa besar realisasi anggaran yang sudah mencapai
target atau yang belum mencapai target oleh instansi pemerintah tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
dijelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat yang berdasarkan
hukum memiliki batas wilayah dan wewenang untuk mengatur serta
mengurus urusan di dalam pemerintahan, kepentingan dari masyarakat
setempat menurut prakarsa masyarakat, hak atas asal usul, atau hak secara
tradisional yang telah diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari segi politis undang-undang ini

memberikan sebuah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada



pemerintah desa. Pemerintah desa mempunyai kewenangan yang disebut
dengan otonomi desa.

Otonomi desa merupakan kewenangan bagi desa dalam mengatur
kepentingan masyarakat sesuai dengan prakarsa yang ada. Berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 34, desa memiliki
wewenang berdasarkan hak asal-usulnya dalam mengurusi sistem di
organisasi masyarakat, pembinaan kelembagaan bagi masyarakat dan lembaga
hukum, pengelolaan atas tanah kas desa,
dan pengembangan peranan masyarakat desa.

Di era reformasi pengelolaan keuangan desa sudah mengalami
berbagai perubahan regulasi dari waktu ke waktu. Hal ini dibuktikan dengan
perubahan-perubahan peraturan menteri dalam negeri tentang Pengelolaan
Keuangan Desa. Perubahan tersebut merupakan upaya pemerintah pusat untuk
mengaplikasikan asas pengelolaan keuangan desa yaitu transparan, akuntabel,
partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan adalah Segala
bentuk kegiatan administrasi yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan
yang meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta
pengawasan yang kemudian diakhiri dengan pertanggungjawaban terhadap
siklus ke luar masuknya dana / uang pada kurun waktu satu tahun anggaran.

Hadirnya Undang-undang tentang desa disamping merupakan

penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga



mendorong kewenangan pelaksanaan pemerintahan desa lebih luas dan
mandiri dalam melaksanakan pembangunan pada tingkat desa. Pembangunan
desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas
hidup manusia, penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan
dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi
ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara
berkelanjutan. Oleh karena itu, desa memiliki peran yang sangat penting
dalam proses menunjang keberhasilan otonomi daerah maupun pemerintahan
secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam mencapai keberhasilan dari
segala kebijakan maupun program yang diselenggarakan oleh pemerintah.
Dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,  pemerintahan  desa
membutuhkan sumber keuangan dan pendapatan desa. Sumber pendapatan
desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan
dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Pedoman pengelolaan keuangan desa dalam pengelolaannya berpedoman pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa menurut Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya

segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa



tersebut. Peraturan Pemerintah No0.43 tahun 2014 tentang Desa sangat jelas
mengatur tentang pemerintahan desa, termasuk didalamnya tentang kewajiban
oleh pemerintah kabupaten untuk merumuskan dan membuat peraturan daerah
tentang Alokasi Dana Desa sebagai bagian dari kewenangan fiskal desa untuk
mengatur dan mengelola keuangannya. Untuk melaksanakan kewenangan
tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang
digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan. Hal yang penting untuk
diperhatikan adalah adanya kepastian untuk pembiayaannya serta pada
akhirnya proses pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut.
Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dikelola berdasarkan asas-asas transparansi,
akuntabilitas, partisipatif dan dilakukan secara tertib dan disiplin terhadap
anggaran. Pengelolaan keuangan desa tersebut dikelola dalam 1 tahun
anggaran yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pemegang
kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan yang mewakili pemerintah desa
dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan tersebut dipegang oleh
kepala desa dan dibantu oleh PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan
Keuangan Desa). PTPKD ini berasal dari unsur perangkat desa yang terdiri
dari sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara.
Laporan Realisasi Anggaran Desa menyajikan kegiatan keuangan
Pemerintah Desa yang menunjukkan ketaatan terhadap Anggaran Desa.

Laporan Realisasi Anggaran Desa menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan



penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah desa dalam
satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran Desa memuat unsur-
unsur anggaran dan realisasi atas :

a. Pendapatan Desa;

b. Belanja Desa;

c. Surplus/Defisit Desa;

d. Pembiayaan Desa;

e. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (Silpa/Sikpa) Desa.

Pendapatan Desa diklasifikasikan atas Pendapatan Asli Desa, Pendapatan
Transfer, dan Pendapatan Lain-lain. Pendapatan diakui pada saat diterima di
rekening Pemerintah Desa atau di kas desa sebesar kas yang diterima.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan
penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola dalam satu periode
pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan
atas Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (
LPJ APBDesa ). Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi
pelaksanaan anggaran seperti sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material
antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut
angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Laporan keuangan desa menjadi sangat penting seiring dengan
banyaknya dana desa yang disalurkan dari berbagai sumber pendapatan desa.

Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 tersebut desa



diberikan tujuh sumber pendapatan, yaitu pendapatan asli desa, bagi hasil
pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dana perimbangan
pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dana
desa dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Propinsi dan APBD
Kabupaten/Kota, dan pendapatan yang sah. Pemerintah juga telah
mengeluarkan regulasi terkait pengelolaan dana desa berupa Peraturan
Pemerintah Nomor 43 dan 60 tahun 2015. Keluarnya regulasi tersebut
diharapkan tidak lagi ada kesalahan dalam pengelolaan keuangan, sehingga
para Kepala Desa harus bisa mengelolanya dengan baik.

Pengelolaan keuangan desa ini harus seimbang dengan pelaporan
pertanggungjawaban pelaksanaan yang transparan dan akuntabel dengan cara
melakukan pelaporan secara periodik pada pemerintahan tingkat diatasnya.
Dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber
daya manusia pengelola merupakan kendala utama, sehingga masih
memerlukan pendampingan dari aparat pemerintah daerah guna penyesuaian
perubahan aturan setiap tahun. Kinerja perangkat desa berpengaruh dalam
pengelolaan keuangan yang sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun
2014 (Abidin, 2015).

Alokasi Dana Desa yang kini digulirkan setiap tahun kepada seluruh
desa dalam penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.
Pertanggungjawaban keuangan merupakan suatu dimensi penting dalam

penggunaan keuangan termasuk dana Alokasi Dana Desa.



Pertanggungjawaban ini mengingat bahwa desa yang dulunya melaksanakan
pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan
pengelolaannya masih sangat sederhana, akan tetapi setelah kebijakan alokasi
dana desa diberlakukan sekarang ini, desa mendapatkan alokasi anggaran
yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri. Sumber
Daya Manusia yang mengelola keuangan yang besar tersebut harus
dipersiapkan oleh Kepala Desa sebagai pelaksana pemerintahan desa.

Pada dasarnya Kepala Desa harus melakukan pelaporan atas realisasi
pelaksanaan APBDesa tersebut dengan membuat laporan realisasi
pelaksanaan APBDesa. Selain melakukan pelaporan, pemerintah desa juga
melakukan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan keuangan desa. Bentuk
dari  pertanggungjawaban ini adalah dengan membuat laporan
pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan ~APBDesa yang dapat
dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Pertanggungjawaban keuangan
desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa, disebutkan bahwa setiap akhir tahun anggaran Kepala Desa
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat satu ( 1)

bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.



Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri
dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Mencermati pengelolaan penggunaan alokasi dana desa yang
dilakukan oleh pemerintah desa di Kabupaten Pasaman Barat saat ini, masih
terdapat permasalahan dalam hal pertanggungjawaban penggunaan dana
alokasi desa tersebut. Hal ini disebabkan antara lain masih adanya petunjuk
peraturan untuk mengelola keuangan tersebut yang belum dapat dipahami
oleh aparat pengelola keuangan, serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang
kurang memadai.

Berdasarkan observasi awal penulis di lapangan ditemukan
keterlambatan penyaluran anggaran dana APB Desa pada tahun 2022, dapat
dicontohkan pada bulan Januari - Maret 2022 para staff dan karyawan Kantor
Wali Nagari Aua Kuniang menggunakan uang pribadi untuk melakukan
pembayaran keperluan instansi. Seperti dalam pembayaran Wi-fi, Kaur
Keuangan membayar dengan menggunakan uang pribadinya. Setelah penulis
melakukan wawancara dengan Kaur Keuangan penyebab keterlambatan ini
terjadi dikarenakan terlambatnya Kantor Wali Nagari Aua Kuniang dalam
menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes, sehingga
peluncuran anggaran pada tahun berikutnya juga tertunda. Penyampaian

Laporan pertanggungjawaban Realisasi APBDes pada Kantor wali Nagari



Aua Kuniang tahun anggaran 2021 dilaporkan pada minggu ke-4 bulan
pertama tahun berikutnya, yaitu pada minggu ke-4 Bulan Januari. Sedangkan
batas waktu penyampaian setiap tahunnya per 31 Desember, Berdasarkan
pengamatan ini peneliti menemukan fakta bahwa Kantor Wali Nagari Aua
Kuniang melaporkan pertanggungjawaban realisasi APBDes melewati batas
yang telah ditentukan. Sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan dana
pada periode berikutnya.

Pentingnya pelaporan pertanggung jawaban realisasi APBDes adalah
sebagai faktor utama dalam penerimaan anggaran untuk periode selanjutnya
jika terjadi keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggung jawaban
realisasi pada periode berjalan maka pada periode selanjutnya akan
mengalami keterlambatan peluncuran anggaran dana pada desa tersebut
sehingga terkendalanya pemerintah desa dalam hal pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan mengenai desentralisasi
otonomi (Savitri, 2019),.

Berdasarkan penelitian terdahulu, dalam pelaporan pertanggung
jawaban keuangan desa di Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan bahwa
nagari se-kabupaten Pasaman Barat belum mampu menjaga konsistensi
maupun ketepatan waktu penyampaian laporan realisasi dan laporan
pertanggung jawaban APBNagari setiap tahunnya kepada bupati sehingga
terjadinya penundaan peluncuran dana pada semester selanjutnya akibat dari

keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban realisasi APBDes pada



10

semester sebelumnya hal ini dapat menyebabkan terganggunya pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat, namun penelitian ini belum cukup dalam
menjelaskan mengapa nagari di kabupaten Pasaman Barat terlambat dalam
melaporkan pertanggung jawaban realisasi APBDesa sehingga diperlukan
kajian yang lebih mendalam dalam mengungkap masalah yang dihadapi oleh
pemerintah desa yang terlambat pada Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan wuraian latar belakang diatas, maka penulis ingin
mengetahui bagaimana “Tinjauan Keterlambatan Laporan Pertanggung
jawaban Realisasi APBDes pada Kantor Wali Nagari Aua Kuniang,
Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Mengapa  pemerintah desa  terlambat  dalam pelaporan
pertanggungjawaban realisasi APBDes pada Kantor Wali Nagari Aua
Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat?

2. Apa saja hambatan dalam pelaporan pertanggungjawaban realisasi
APBDes pada Kantor Wali Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman,
Kabupaten Pasaman Barat?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ada, maka tujuan penelitian

tugas akhir ini adalah sebagai berikut :
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1. Untuk mengetahui apa penyebab pemerintah desa terlambat dalam
pelaporan pertanggungjawaban realisasi APBDes pada Kantor Wali
Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam  pelaporan
pertanggungjawaban realisasi APBDes pada Kantor Wali Nagari Aua
Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

D. Manfaat Penelitian
Adapun kegunaan yang didapat dalam penyusunan tugas akhir ini
diharapkan akan memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan media untuk belajar memecahkan maslah
secara ilmiah dan memberikan sumbangan pemikiran berdasarkan
disiplin ilmu yang diperoleh, serta untuk membandingkan teori yang
didapat dari studi kuliah dengan kenyataan yang sebenarnya.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan
masukan dan pertimbangan mengenai keterlambatan
pertanggungjawaban laporan realisasi APBDes.

3. Bagi Akademik

Sebagai sumber informasi dan referensi untuk memungkinkan
penelitian selanjutnya mengenai topik-topik yang berkaitan, baik yang

bersifat melanjutkan maupun melengkapi, dan sebagai bahan masukan
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bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di Universitas Negeri
Padang.
4. Bagi Pihak Lain
Sebagai bahan yang berguna dalam menambah pengetahuan
dan referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dimasa

yang akan datang.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil uraian tugas akhir diatas, maka dapat disimpulkan
bahwa :

1. Pemerintah desa terlambat dalam pelaporan pertanggungjawaban realisasi
APBDes dikarenakan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih
rendah. Hal ini berpengaruh terhadap keterlambatan pembuatan Surat
Pertanggung Jawaban (SPJ), SPJ sangat penting karena berisi laporan
pertanggungjawaban terkait penggunaan anggaran kegiatan pemerintah.
Jadi dapat disimpulkan, jika sumber daya manusia meningkat atau semakin
baik maka tingkat keterlambatan surat pertanggung jawaban pada Nagari
Aua Kuniang juga akan semakin baik atau dapat dikatakan dorongan
peningkatan sumber daya manusia akan mengurangi keterlambatan Surat
Pertanggung Jawaban (SPJ).

2. Hambatan dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes pada
Kantor Wali Nagari Aua Kuniang yaitu,

1) Penyusunan dokumen perencanaan seperti RPJM dan RKP desa yang
belum disusun sehingga pada penyusunan APB desa terlambat, hal ini
tentunya akan berdampak pada penyusunan laporan

pertanggungjawaban.
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Kurangnya sumber daya manusia pada pemerintah desa, sebagian besar
perangkat desa adalah tamatan SMA, sehingga masih minimnya
penggunaan aplikasi program komputer dan pengelolaan keuangan
desa.

Kurangnya pengetahuan dalam pembuatan SPJ desa, misalnya dalam
pembuatan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) yang belum selesai tepat
waktu dikarenakan ada beberapa berkas yang hilang seperti, berkas
transaksi kegiatan, tanggal transaksi kegiatan, atau dokumen dan lain
sebagainya.

Peraturan yang tidak konsisten menyebabkan perangkat nagari susah
memahami peraturan baru yang dibuat karena bertentangan dengan
peraturan sebelumnya.

Setiap aktivitas pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari ikut
sertanya masyarakat di dalamnya. Namun kendalanya dalam hal
pelaporan, masyarakat terkadang tidak mengerti dan belum mampu
mengikuti sesuai prosedur yang berlaku.

Sarana dan prasarana yang kurang memadai, misalnya dalam
penggunaan komputer yang sudah batas umur terkadang dalam
penggunaannya komputer tiba — tiba mati.

Pemerintah Pusat menurunkan anggaran yang besar disertai dengan
proses pertanggungjawaban yang banyak namun tidak disertai dengan

sosialisasi yang memadai, mengakibatkan desa benar — benar
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mempelajari semuanya sendiri agar tidak terjadi kesalahan yang tidak
diinginkan.

8) Perangkat desa di Kantor Wali Nagari Aua Kuniang cenderung
melalaikan pekerjaan dan akan melaksanakan pekerjaan jika waktunya
sudah mepet.

9) Laporan realisasi APBDes belum disampaikan melalui media informasi
yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat desa.

B. Saran
Dari uraian pengamatan penulis semenjak memulai penulisan tugas akhir
ini, penulis akan memberikan saran kepada Kantor Wali Nagari Aua Kuniang

Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, yaitu :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dalam penyusunan
laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes suatu instansi. Serta
melakukan pembinaan kepada aparat desa, sosialisasi yang memadai,
pelatihan — pelatihan yang diperlukan, maupun pembekalan Sumber Daya
Manusia (SDM) di nagari supaya tidak ada masalah dan kerancuan dalam
pengumpulan data serta tidak terlambat dalam penyampaian laporan.

2. Perangkat Nagari Aua Kuniang diharapkan untuk meningkatkan sarana dan
prasarana yang memadai, melakukan pelatihan, seleksi aparatur desa,

maupun pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa.
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3. Menginformasikan Laporan APB dan Laporan Pertanggungjawaban
kepada masyarakat melalui media informasi seperti pada spanduk, baliho

dan internet.
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